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ABSTRAK 

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah 

satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam 

pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang 

dilakukan bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan 

kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Dalam 

praktik pengupahan pada Industri tahu di Desa Galih, Kecamatan, Gemuh, Kabupaten 

kendal masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan yang perlu dikaji untuk diperbaiki 

dalam pelaksaannya. Adapun kekurangan/kelemahan pada industri tahu ini adalah 

kurang jelasnya sistem pengupahannya dalam kaitannya dengan jam kerja dan juga 

penetapan upahnya. Praktik pengupahan yang terjadi di pabrik tahu di Desa Galih 

merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan 

kepada penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sistem pengupahan 

yang diterapkan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten 

Kendal, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku atau 

tidak. 

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian 

dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Dikarenakan penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu itu 

benar-benar ada atau tidak, serta apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan 

ataupun Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, tentang permasalahan yang 

muncul dalam praktik pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan 

Gemuh, Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data penelitiana ini adalah berupa 

studi lapangan dilengkapi dengan studi kepustakaan. Studi lapangan yag meliputi 

observasi secara langsung dn wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam bentuk 

lisan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan 

literatur yang berhubungan dengan materi penelitan. 

Penelitian ini menyimpulkan, Upah yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.540.000 

sampai Rp. 1.960.000 per bulannya. Dalam hal ini sudah diatas upah minimum sesuai 

dengan keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor: 560/60 Tahun 2013 Tentang Upah 

minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2014 yaitu sebesar Rp. 1.206.000 untuk wilayah Kabupaten Kendal. Dalam hal ini 

sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan bahwa upah yang diberikan tidak dibawah Upah Minimum. Akan 

tetapi mengenai jam kerjanya dan mengenai upah lemburnya belum sesuai dengan 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa waktu kerja 

melebihi batas waktu kerja  yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga tidak 

menggunakan sistem upah lembur, padahal para pekerja pada industri tahu bekerja pada 

hari libur mingguan. Hal ini  tidak sesuai dengan pasal 78 ayat (2) mengenai upah 

lembur. 
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KATA PENGANTAR 

حِيمِِ  حْمنِِ الرَّ  بسِْمِِ اللِِ الرَّ
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di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penulis banyak mendapat 

bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan-persolan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah 

nasional yang sangat kompleks. Namun masalah pengupahan menjadi masalah utama 

dalam ketenagakerjaan. Selama ini pemerintah memandang masalah ketenagakerjaan 

hanya pada bagaimana menangani masalah angkatan kerja yang semakin membludak 

namun kesempatan kerja yang tersedia tetap saja masih sangat terbatas, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan perlindungan, serta perbaikan kesejahteraan buruh menjadi 

diabaikan. Termasuk masalah pengupahan yang dirasa belum mampu menampung 

dan menyelesaikan yang dihadapi oleh para buruh, hal ini dapat dilihat dari 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai 

salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan 

strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan 

jasa kerja yang dilakukan bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus 

sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau 

jasa tertentu. 

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
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kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003). Setiap 

pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 

(1) ukuran layak adalah relatif.  

Di dalam suatu perusahaan baik yang bersekala besar maupun kecil, pasti 

membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja atau yang sering disebut dengan karyawan 

ini sangat penting sekali, karena tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tersebut 

tidak akan bisa berjalan dengan baik atau berjalan sebagaimana mestinya. Tenaga 

kerja ini bertugas menjalankan suatu perusahaan berdasarkan bagian-bagiannya yang 

diberikan pimpinan perusahaan kepada tenaga kerja. 

Setelah bekerja pada waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka 

tenaga kerja atau karyawan tersebut akan mendapatkan upah. Upah merupakan hal 

yang paling penting atau utama bagi karyawan, karena upah merupakan hak bagi 

para karyawan sebagai balas jasa dari tenaga yang telah mereka curahkan dalam 

melakukan pekerjaan juga menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha yang telah 

memperoleh manfaat dari pekerjaannya. 

Dijelaskan bahwa upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan 

atau banyaknya pelayanan yang diberikan.
1
 Konsep upah biasanya dihubungkan 

                                                           
1
 Kadarisman, “Manajemen Komensasi”(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm134. 
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dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Struktur upah ditentukan oleh 

jenjang posisi/jabatan secara vertikal dan horizontal yang ditetapkan berdasarkan 

asumsi bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja yang berbeda 

jenjangnya, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sedang penetapan unit 

kerja dalam posisi atau jabatan yang sama jenjangnya, harus bertolak dari asumsi 

bahwa beban kerja dan tanggungjawabnya relatif sama bobotnya beban tugas 

(volume dan beban kerja) tersebut telah tersedia dalam deskripsi pekerjaan/jabatan. 

Upah sangat penting peranannya, karena dapat mensejahterakan hidup dari 

para tenaga kerja/karyawan. Jika upah tidak diberikan oleh pimpinan kepada 

karyawan, maka para karyawan tidak akan dapat hidup dengan baik dan sejahtera. 

Karena karyawan bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan upah yang dapat 

mencukupi kebutuhan hidup para karyawan dan keluargannya. 

Menurut Imam Malik dalam bukunya toto tasmara mengemukakan, dalam 

rangka menetapkan upah kerja hanya ada satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut 

pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Dia menegaskan bahwa transaksi ini 

berlangsung dengan adanya kerelaan antara dua orang yang bertransaksi. Demikian 

halnya dengan pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan 

antara pekerja dan pengusaha. Apabila kedua belah pihak telah sepakat atas suatu 

upah, sedangkan upah tersebut telah disebutkan, maka keduanya terikat dengan upah 

tersebut. Hanya saja upah ini tidaklah bersifat pribadi akan tetapi terikat dengan masa 

tertentu yang telah disepakati, atau dengan pekerjaan yang telah disepakati untuk 
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dikerjakan antara pengusaha dan buruh.
2
 Jadi penetapan besarnya upah yang 

diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tergantung kepada kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja ini memungkinkan untuk tidak menimbulkan ketidak adilan dalam 

pemberian upah. 

Di desa Galih ini sudah terdapat 2 pabrik industri tahu yaitu industri tahu 

Galih Cipta Mulia yang dimiliki Bapak H. Kristanto dan yag satunya dimiliki oleh 

Bapak Suhud yang belum ada namanya. Dari ke-2 industri tersebut mempunyai 

jumlah tenaga kerja yang berbeda dan jumlah produksinya pun berbeda antara pabrik 

industri tahu yang satu dengan yang lainnya. Para pekerja pada industri tahu ini 

berasal dari berbagai daerah sekitar pabrik. Pada industri tahu ini menganut sistem 

borongan dengan upah kurang lebih Rp.50.000 perhari. Menurut keputusan gubernur 

Jawa Tengah pada keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 560/60 Tahun 2013 

tentang upah minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah menetapkan bahwa upah minimum kabupaten/kota Kendal adalah sebanyak 

1.206.000 rupiah. 

Waktu kerja dari kedua pabrik industri tahu ini pun berbeda antara 6 jam dan 

7 jam kerja dengan hari kerja 7 hari dalam satu  minggu, jadi para pekerja/buruh 

bekerja terus-menerus tanpa adanya hari libur mingguan. Dan upah yang diterima 

pada hari minggu tidak dihitug dengan upah lembur, sedangkan pada ketentuan 

                                                           
2
 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 55-

56. 
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Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 78 ayat(2) menyebutkan “Pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur”.
3
  

Kerjasama antara karyawan dan pengusaha terjadi pada perusahaan produksi 

tahu di desa Galih, Kecamatan Gemuh Kendal. Kerjasama antara karyawan dan 

pengusaha tahu ini tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan dengan 

kesepakatan lisan saja. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik perusahaan 

yang mengatakan bahwa karyawan yang diterima di sini kebanyakan dari daerah 

sekitar perusahaan yang datang untuk meminta pekerjaan kepada pemilik 

perusahaan, dan untuk ketentuan upah merupakan kebijakan dari pihak perusahaan.
4
 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kerja yang terjalin 

hanya dengan pernyataan lisan sehingga hal tersebut dirasa belum mempunyai 

kekuatan hukum yang pasti, sehingga dikhawatirkan terjadi adanya eksploitasi 

terhadap karyawan. 

Berdasarkan hal tersebut, penyusun ingin meneliti tentang sistem pengupahan 

yang diterapkan oleh perusahaan industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal. Dalam hal ini penyusun memfokuskan kepada bagaimanakah 

sistem pengupahan yang diterapkan dalam industri tahu ini dan apakah perusahaan 

sudah memberikan upah yang layak kepada karyawannya sesuai dengan 

pekerjaannya dengan menerapkan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau 

                                                           
3
 Lihat pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 
4
 Wawancara Dengan Bapak H. Kristanto Sebagai Pemilik Perusahaan Tahu Di Desa Gemuh, 

Kecamatan Galih Kendal Pada Tanggal 04 Agustus 2014 Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kendal. 
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kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 89 ayat 1 (a).
5
 Dan juga mengenai apakah sistem 

pengupahannya sudah sesuai denga peraturan Undang-Undang dan masing-masing 

pihak sudah menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Penyusun tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut baik berkenaan dengan perjanjian kerjasama maupun 

sistem pemberian upahnya didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM 

PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN 

GEMUH, KABUPATEN KENDAL” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penetapan sistem pengupahan bagi pekerja pada industri tahu di Desa 

Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sesuai dengan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

  

                                                           
 
5
 Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pada perusahaan industri 

tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kendal? 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengupahan pada pabrik industri tahu di Desa 

Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang berlaku tentang pengupahan? 

3. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya 

dan Hukum Perdata pada khususnya tentang penetapan upah pada industri 

tahu. 

2) Memberikan alternatif pemikiran dan wawasan pengetahuan bagi para pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang sistem 

pengupahan pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan  Gemuh, 

Kabupaten Kendal. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun 

dengan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan beberapa 

penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 
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Skripsi Muh Nadzief dengan judul “Penerapan Keadilan Islam Terhadap 

Sistem Upah di Desa pekajangan Kab. Pekalongan pada Industri Rumah Tenun 

Palekat”.
6
 Pada skripsi ini membahas mengenai sistem penerapan upah dalam 

perspektif hukum islam. Sedangkan yang akan penyusun teliti yaitu megenai sistem 

pengupahan menurut hukum ketenagakerjaannya jadi akan berbeda dengan penulisan 

skripsi yang disusun oleh Muh Nadzief tersebut. 

Skripsi Susnendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal 

Pemalang”
7
 Dalam skripsi teersebut mengkaji tentang sistem pengupahan dalam 

perspektif hukum islam. Sedangkan yang akan disusun oleh penyusun menitik 

beratkan pada sistem pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kecamatan 

Gemuh Kabupaten Kendal. Dalam hal ini lokasi penelitian berbeda dengan yang 

akan penyusun teliti. 

Skripsi Haryono dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem 

pengupahan di PT. Arga Surya Alam Perkasa Yogyakarta”.
8
 dalam skripsi ini 

membahas tentang hak-hak upah yang layak dalam kewajaran bagi buruh seperti 

                                                           
6
 Muh Nadzief, “Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Uph Di Desa Pekajangan Kab. 

Pekalongan Pada Industri Rumah Tenun Palekat”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 1999. 

 

 
7
 Susnendi “Tinjauan Hukum Ilam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa 

Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2005. 

 
8
 Haryono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupaha Di PT. Arga Surya 

Alamperkasa Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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sopir ditinjau dari hukum islam. Sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun 

dititikberatkan pada sistem pengupahan seperti apa yang digunakan oleh pengusaha 

industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini dalam 

pemberian upah kepada karyawannya. 

Skripsi Muhammad Taufik Herry Isnawan dengan judul “pelaksanaan sistem 

pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. Jogja Tugu 

Trans (Trans Jogja), Yokyakarta”.
9
 Dalam Skripsi ini membahas tentang sistem 

pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. Jogja Tugu 

Trans. Penelitian tersebut berbeda dengan yang akan penyusun teliti dimana didalam 

skripsi tersebut yang digunakan untuk memberikan upah kepada karyawan adalah 

dengan menggunakan dana APBD sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun yaitu 

pengupahan merupakan dana dari hasil industri tahu dan bukan dana dari APBD. 

 Skripsi Miftah Farid Syafrudin dengan judul “Penerapan Ketentuan Upah 

Minimum Kabupaten dalam Sektor Informal (Pekerja Counter Pulsa) di wilayah 

Kabupaten Sleman”.
10

 Skripsi ini membahas tentang penerapan ketentuan upah 

minimum Kabupaten pada pekerja Counter pulsa. Hal ini berbeda dengan apa yang 

akan penyusun teliti dimana objek yang diteliti dan permasalahan yang ditelitipun 

berbeda dimana pada skripsi yang disusun oleh Miftah Farid Syafrudin meneliti pada 

                                                           
9
 Muhammad Taufik Herry Isnawan, “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Yang 

Menggunakan Dana APBD Melalui PT. Jogja Tugu Trans (Trans Jogja), Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Madha Yogyakarta, 2014. 

 
10

 Miftah Farid Syafrudin, “Penerapan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Dalam Sektor 

Informal (Pekerja Counter) Di Wilayah Kabupaten Sleman”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Madha, Yogyakarta, 2013. 
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pekerja Counter pulsa sedangkan yang penyusun teliti adalah mengenai sistem 

pengupahan pada industri tahu. 

Tesis Saprudin yang berjudul “Tinjauan tentang Socialisering Process pada 

Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijkan Pengupahan”.
11

 Pada penelitian ini 

menggambarkan serta menjelaskan mengenai perkembangan dan akibat socialisering 

process pada hukum perburuhan dalam aspek kebijakan pengupahan.penelitian 

tersebut berbeda dengan yang penyusun teliti dimana penyusun membahas mengenai 

tinjauan hukum dalam penerapan upah di industri tahu yang berada di Desa Glih 

Kecamatan Gemuh Kendal dan apakah penerapan pengupahan pada industri tahu 

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai sistem 

pengupahannya. 

Dari beberapa penelitian diatas, meskipun sama-sama mengkaji tentang 

sistem pengupahan pada suatu perusahaan, namun skripsi yang akan penyusun susun 

memiliki perbedaan, dimana lokasi yang akan penyusun jadikan sebagai objek 

berbeda dengan objek dari penelitian-penelitian diatas dan juga penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun secara khusus akan meneliti tentang bagaimana sistem 

pengupahan yang dipraktikkan dalam industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh 

serta penyusun juga akan melakukan penelitian mengenai apakah penerapan sistem 

pengupahan pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh ini sudah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti yang 

                                                           
11

 Saprudin, “Tinjauan Tentang Socialisering Process Pada Hukum Perburuhan Dalam Aspek 

Kebijkan Pengupahan”,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha Yogyakarta, 2009. 
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telah tertera pada pasal 88 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,
12

 atau 

malah terjadi adanya diskriminalisasi terhadap karyawannya tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori perlindungan upah 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 

penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun 

keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan 

kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah 

biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang 

diselesaikan.
13

 

Upah adalah salah satu sarana yang digukan oleh pekerja untuk 

meningkatkn kesejahterannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah 

suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 

rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungn 

kerja yang aman dan sehat. 

                                                           
12

 Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

 
13

 F. Winarni Dan G. Sugiyarso, Administrasi Gaji Dan Upah, (Yogyakarta: PT. Agromedia 

Pustaka, 2006), hlm. 17. 
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Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan adalah 

mendapat nafkah (=upah), dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang 

bersifat sensitif. Karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.
14

 

Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa sangat pentingnya upah bagi 

kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah 

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat tercapainya 

pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. 

Dasar pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 77 

ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan 

bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentun waktu kerja. Adapun 

ketentuan waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat  (2) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003, yaitu 

a. 7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu: atau 

b. 8  (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu minggu). 

Bentuk-Bentuk perlindungan upah  antara lain yaitu: 

a. Upah minimum 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 

dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah 

                                                           
14

 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2007), hlm. 126. 



13 
 

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring 

pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah terjangkau. Namun, 

kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, 

sehingga belum berhasil menciptakan hubungan  industrial seperti yang 

diharapkan.
15

 

b. Waktu kerja 

Berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

disebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi 

waktu kerja  harus memenuhi syarat; 

i. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; 

ii. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1(satu) hari dari 14 (empat belas) jam dalam 1(satu) minggu. 

c. Waktu istirahat dan cuti 

Sesuai dengan ketentuan pasal 79 Undaang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

d. Perlindungan saat menjalankan ibadah 

e. Denda 

Diatur dalam pasal 95-96  Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003. Pelanggaran 

yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya 

                                                           
15

 Furqon Karim, Mencari Konsep Upah Minimum Bagi Pekerja, Suara Merdeka 22 Desember 

2001. 
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dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau 

kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan 

denda sesuai denngan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 

2. Teori hubungan industtrial 

Istilah hubungan industrial berasal dari Industrian Relation, merupakan 

perkembanagan dari istilah hubungan perburuhan (Labour relations atau Labour 

mangement relations). Menurut Sentanoe Kertonegoro,
16

 Istilah hubungan 

perburuhan memberi kesan yang sempit seakan-akan hanya menyangkut 

hubungan antara pengusaha dan pekerja. Pada dasarnya masalah hubungan 

industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya, psikologi 

ekonomi, politik hukum dan hankamnas, sehingga hubungan industrial tidak 

hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan 

masyarakat dalam arti luas. Dengan demikian penggunaan istilah hubungan 

industrial dirasakan lebih tepat daripada hubungan perburuhan. 

Pengertian hubungan industrial berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah suatu sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang 

terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada 

nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

  

                                                           
16

 Sentanoe Kertonegoro, 1999, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha Dan Pekerja 

(Bipartid) Dan Pemerintah (Tripartid), YTKI, Jakarta, hlm. 14. 
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Unsur-unsur hubungan industrial antara lain: 

a. Adanya suatu sistem hubungan industrial, 

b. Adanya pelaku yang meliputi pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, 

c. Adanya proses produksi barang dan/atau jasa. 

Subjek hukum hubungan industrial adalah pihak yang terkait dalam 

hubungan industrial, yaitu buruh, majikan, dan pemerintah. kedudukan buruh dan 

majikan adalah dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja yang menjadi inti 

dari hubungan industrial. Kedudukan pemerintah sebagai pihak yang terkait 

sangat penting dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur, membina, dan 

mengawasi hubungan industrial.di samping ketiga pihak itu, masih ada pihak lain 

yang berkaitan dalam hubungan industrial, yaitu masyarakat.  

3. Teori perlindungan tenaga kerja 

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya 

sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak 

yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan 

ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesui peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum 

ketenagakerjan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan diantaranya mengatur hal itu.
17

 

                                                           
17

 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2009), hlm. 106-107.  
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a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 

huruf c). 

b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskrimiasi untuk 

memperoleh pekerjaan (pasal 5) 

c. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha (pasal 6) 

d. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja (pasal 11)  

e. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (pasal 86 ayat (1)) 

f. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat (1)) 

g. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode antara 

lain: 

Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu mencari data secara langsung ke 

lapangan dengan melihat langsung dari dekat obyek yang diteliti yang kemudian 

di padukan juga library research yaitu dengan membaca buku-buku yang 

berhubungan dengan sistem pengupahan dan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Obyek dari penelitian ini adalah praktik 

pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten 

Kendal.  

1. Sifat penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif 

analitik, yang merupakan sifat penelitian yang menjelaskan dan menyajkan data-

data yang ada di lapangan menjadi sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk 

dipahami.
18

 Dalam hal ini data yang diambil dan disusun dari praktik pengupahan 

pada industri tahu di Desa Galih, kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. 

2. Sumber Data 

Untuk dapat mendapatkan data yang objektif, maka penyusun 

mengumpulkan data dengan cara: 

a. Data Primer 

Bahan data primer yang akan digunakan adalah data-data yang ada di lapangan 

dimana data tersebut merupakan keterangan pihak yang bersangkutan baik 

                                                           
18

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 06. 
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pihak pengusaha industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten 

Kendal maupun para karyawan yang bekerja pada indutri tersebut. 

b. Data Sekunder 

Bahan data sekunder yang akan digunakan seperti Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan 

masalah tersebut, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, 

tesis, dan karya ilmiah. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pabrik industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan 

Gemuh, Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan judul yang 

diambil penyusun dimana pabrik produksi tahu yang dijadikan obyek penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan yaitu 

menggunakan antara lain: 

a. Observasi 

observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi langsung, yaitu penyusun datang langsung ke lapangan yang akan 

diteliti. Dalam hal ini adalah tentang praktik pengupahan pada industri tahu di 

Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. 
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b. Wawancara 

yaitu cara memperoleh data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini, dalam hal ini adalah pengusaha 

dan buruh pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten 

Kendal. 

c. Dokumentasi 

yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut 

berupa arsip-arsip, foto-foto serta hal-hal lain yang mendukung penyusunan 

skripsi ini. 

5. Analisis data 

Analisa data yaitu setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data 

dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. Yaitu bahwa 

data yang dipakai tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan 

mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil obervasi dan hasil 

wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam permasalahan yang 

penyusun teliti. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan 

disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan 

pemaparan solusi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar 

sistematis, disusun sistematika sebagai berikut: 
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Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang pengertian upah, sistem pengupahan, hak dan 

kewajiban karyawan dan pengusaha, perlindungan upah yang meliputi asas 

pengupahan, komponen upah, upah minimum, upah lembur, keterlambatan 

pembayaran upah, waktu istirahat dan cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

perjanjian kerja,  

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum dari industri tahu di Desa galih, 

Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal berupa sejarah, Letak geografis, struktur 

organisasi, proses pembuatan tahu sampai dengan pemasaran tahu, wilayah 

pemasaran, dan kualitas produk. 

Bab keempat, berisi analisis tentang data yang diperoleh tentang sistem 

pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. 

Bab V merupakan penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upah yang diberikan kepada buruh, baik yang giling, pemasak adonan, 

maupun pembantu umum perhitungan upahnya didasarkan pada besar kecilnya 

jumlah produksi yang dihasilkan setiap hari. Jadi semakin besar jumlah 

produksi yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula pendapatan (upah) 

yang diperoleh. 

2. Jumlah upah yang diberikan sudah diatas upah minimum kabupaten/kota 

Kendal yaitu Rp. 1.540.000 – Rp. 1.960.000 setiap bulannya. Sedangkan pada 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 560/60 Tahun 2013 Tentang Upah 

Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2014 upah minimum Kabupaten Kendal adalah sebesar Rp. 

1.206.000. 

3. Sistem pengupahan pada kedua industri tahu di Desa Galih, Kecamatan 

Gemuh, Kabupaten Kendal belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan karena: 

a. Pelaksanaan jam kerja pada kedua industri ini tidak sesuai dengan pasal 

77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan 

juga pasal 78 ayat (2) karena tidak menggunakan sistem upah lembur. 
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b. Mengenai jaminan sosial tenaga kerja juga belum sesuai dengan Pasal 2 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993. Bahwa pada 

industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal 

tidak mendaftarkan para karyawannya untuk menjadi anggota 

jamsostek. 

B. Saran-saran 

1. Bagi Pengusaha 

a. Pengusaha harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan apa 

yang menjadi hak dan yang menjadi kewajbannya. 

b. Upah yang diberikan kepada pekerja meskipun telah sesuai dengan 

peraturan dan Undang-Undang yanng berlaku (UMK Kendal tahun 

2014), tetapi untuk masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan 

harga-harga kebutuhan di pasaran. 

c. Para Pengusaha industri tahu di desa Galih ini hendaknya membuat 

adanya kontrak perjanjian yang jelas dan baku antara pihak pemilik 

dengan pihak karyawan/buruh sebelum memulai pekerjaan. 

d. Pengusaha industtri tahu hendaknya memberikan upah lembur kepada 

pekerjanya karena bekerja pada hari libur mingguan. 

2. Untuk pekerja: 

Harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak 

dan yang menjadi kewajibannya. 
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3. Untuk pemerintah: 

Hendaknya bagi pemerintah yang bersangkutan untuk memberikan sosialisasi 

mengenai perjanjian kerja dan lain sebagainya yang berkaitan dengan industri 

kecil. 
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